
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (21
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor g -Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah,perlu membentuk peraturan Bupafi tentarig Susunan
prganisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, sert; Tata Keda
Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Ihbupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi SeLatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor
427Ol.;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupa.ten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KER.'A DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LI,JWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralcyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintal Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

6. Peraturan Bupati ada,lah Peraturan Bupati Luwu Timur.

7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Timur.

9. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberal gar. yan.g selanjutnya disingkat
ASDP adalah Angkutal Sungai, Danau dan Penyeberangan.

10. Kepala Bidalg Angkutan Sunggi, Dalau dan Penyeberangarl yang
selanjutnya disingkat Kepala Bidang ASDP adalah Kepala Bidang
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

1 1. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.

13. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatan.
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BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah;

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagtan Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (f) huruf a
mempunya.i tuga.s pokok membantu Bupati dalam memimpin dan
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kcpala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. peru*usat pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan
darat;

(21
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(11 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :

1. Seksi Lalu lintas Angkutan Jalan dan Kelaikan Kendaraan; dan
2. Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu

Lintas.
d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri atas :

1. Seksi Kepelabuhanan, Keselamatan Angkutan Laut dan
Pengamanan Wilayah Perairan; dan

2. Seksi Perhubungan Udara.
e. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri atas :

1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Danau; dan
2. Seksi Pengawasan Lalu lintas dan Penyeberangan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampitan yang merupakal bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan
laut dan udara;

c. perumusan pelaksanaal kebijakan teknis di bidang ASDP;

d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegia tan kesekretariatan yarg menunjalg tugas organisasi ;

e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas
dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. m€nyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta
menJrusun Rencala Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi
Daerah;

b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;

c. mengoordinasikan pelaksarlaan program dan kegiatan lingkup
Dinas;

d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan
tugasnya;

e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi
agar senantiasa berjalan oPtimai;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa
sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program,
kegiatan, keuangan, umum' perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Dinas;

j. menyelen ggarakarr kebijakan teknis di bidang perhubungan darat,- 
bidang perhubungan laut dan udara serta bidang ASDP;

k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

l.menyelenggarakandanmemberikandukunganfasilitasipelayanan
pe.i,inan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
tit t id"t g perhubungan berdasarkan kewenangan Pemerintah
Daerah;

m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaarr iztn

bidang perhubungan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian'

lembaga pemerintah non kementerian, dan lembagn lainnya dalam

rangka penyelenggaraan urusan bidang perhubungan;

o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;

p. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

q. meny'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan

memberikan saran pertimbtngt" kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan
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menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b
dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian,
umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan
fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhubungan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan kepegawaian;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan
keuangan; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelalsanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d- menyelia pelaksalaan tugas pokok orgalisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Sekretariat;

g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan
bal.an penyrrsunal program Dinas;

h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan
teknis di lingkungan Dinas;

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendaiian
dan evaluasi penJrusunan laporan akuntabilitas kine4'a Dinas;

k. melaksanakan dan mengoordinasikar pengolahan dan penyajian
data dan informasi;

i. melaksanakan dan mengoordinasikal pelayanan ketatausahaal;

r
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m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan aparatur;

n.melaksalakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi
keuangan dan aset;

o. melatsanakal dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan
organisasi dan tata iaksana dalam lingkungan Dinas;

p. melalsanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah
tangga Dinas;

q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan
protokoier;

r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

s. men)rusun laporan hasil pelalsanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain ya-rrg diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pisal 2 ayat (ll huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan,
penlajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi
Lep.ga*rian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian da'lam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi :

a. fenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan kePegawaian;

b.pemberiandukunganataspelaksanaantugasdibidangperencanaan
dan kePegawaian;

c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan dan kePegawaian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3)KepalaSubbagianPerencanaandanKepegawaiandalamme]aksanakan
tugas pokok ibagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

,.. 
"-..".r"r..kan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta

penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkua-litas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar- berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksartaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana' tePat lingkup
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f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pen5rusunan
perencanaar program kegiatan dan anggaran;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penJrusunan data dan
informasi statistik perhubungan;

h. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyr-rsunan laporar
akuntabilitas kinerja Dinas;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan men5rusun rancangan
rencana strategis;

j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran
pendapatan Dinas;

k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan
dan anggaral;

l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan
perubahart anggaran;

m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas;

n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data
berbasis teknologi informasi;

o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghirnpun dafta"r hadir
pegawai;

p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas Pegawai ;

q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tata laksana;

r. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana formasi, informasi
jabatan, dan bezetting Pegawai;

s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :

1 . usul kenaikan Pangkat;
2. perpindahan;
3. pensiun;
4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
5. kenaikan gaji berkala;
6. cuti;
7 . lzin;
8. masa kerja;
9. peralihan status; dan

1 0. layanan administrasi kepegawaian lainnya'

t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda
jasa pegawai negeri siPil;

u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan

kompetLnsi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

v. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis

teknologi informasi;
perundang-
serta yang

menghimpun dan mensosialisasikan
undangal di bidang perencanaan dan
berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;

peraturan
kepegawaian

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan

produk hukum di lingkungan Dinas;
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